
 

 

 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :    21    TAHUN 2022 

TENTANG  

HARGA ECERAN TERTINGGI SEDIAAN FARMASI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN 

ALAT KESEHATAN PADA INSTALASI FARMASI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KABUPATEN PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang :  bahwa dalam rangka menjamin keterjangkauan harga obat oleh 

masyarakat pada Instalasi Farmasi Unit Organisasi Bersifat 

Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kabupaten 

Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga 

Eceran Tertinggi Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan 

Alat Kesehatan pada Instalasi Farmasi Unit Organisasi Bersifat 

Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati                

Kabupaten Probolinggo. 

 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah                  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009              

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009                    

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015                 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang 

Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                  

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo                  

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo                    

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05                       

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 1                                          

Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 

Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1 Seri C). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI 

SEDIAAN FARMASI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN ALAT 

KESEHATAN PADA INSTALASI FARMASI UNIT ORGANISASI 

BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                    

WALUYO JATI KABUPATEN PROBOLINGGO. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.  

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.  

4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat yang memberikan 

pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, terdiri dari observasi, 

diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, 

cidera dan melahirkan. 

5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 

disebut UOBK RSUD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang bersifat 

khusus melaksanakan kegiatan teknis operasional serta pengelolaan keuangan, 

barang milik daerah dan sumber daya manusia 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan                           

PPK-BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktifitas. 

7. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan 

seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di UOBK RSUD. 

8. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. 

9. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan 

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 

10. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk 

penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 
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11. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang 

tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat oarang sakit, memulihkan 

kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki 

fungsi tubuh. 

12. Harga Eceran Tertinggi Obat yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual 

obat tertinggi obat di apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. 

13. Harga Netto Apotek yang selanjutnya disingkat HNA adalah harga jual termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada 

apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik. 

14. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar 

maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan 

penjual. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud penetapan HET Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat 

Kesehatan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai HET 

obat yang diberikan kepada masyarakat pada instalasi farmasi. 

(2) Tujuan penetapan HET Sediaan Farmasi, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat 

Kesehatan untuk : 

a. meningkatkan kualitas layanan;  

b. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang UOBK RSUD; 

c. memberikan pedoman bagi Instalasi Farmasi dalam Sediaan Farmasi, Bahan 

Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan. 

 

BAB III 

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) SEDIAAN FARMASI, BAHAN 

MEDIS HABIS PAKAI DAN ALAT KESEHATAN 

Pasal 3 

(1) Instalasi Farmasi UOBK RSUD hanya dapat menjual obat dengan harga yang 

sama atau lebih rendah dari HET pada label.  

(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan HNA dan 

Pajak Penambahan Nilai (PPN) sesuai harga perolehan ditambah keuantungan 

paling banyak 20% (dua puluh persen) dan untuk Poli Eksekutif sebesar 25% 

(dua puluh lima perseratus) ditambah besaran tarif pelayanan kefarmasian.  
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Pasal 4 

(1) Instalasi Farmasi UOBK RSUD dapat menjual sediaan farmasi, bahan medis 

habis pakai dan alat kesehatan dengan harga lebih tinggi dari HET, apabila 

harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Instalasi Farmasi Instalasi Farmasi UOBK RSUD menjual sediaan 

farmasi, bahan medis habis pakaidan alat kesehatan dengan harga lebih tinggi 

dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instalasi Farmasi UOBK 

RSUD harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. 

  

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita                                         

Daerah Kabupaten Probolinggo. 

Ditetapkan di                 Probolinggo 

Pada tanggal  27 Mei   2022 

Plt. BUPATI PROBOLINGGO 

           Ttd 

H. A. TIMBUL PRIHANJOKO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal     27 Mei      2022 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

H. SOEPARWIYONO, SH, MH 

          Pembina Utama Madya 

     NIP. 19621225 198508 1 002 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 21 SERI G 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H. 

Pembina Tingkat I 

       NIP. 19680412 199103 1 025 
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